
WALIKOTA BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 45 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2018 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  

KOTA BLITAR TAHUN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam 

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan sebagai pelaksanaan 

Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, maka 

Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 

Tahun 2019; 

  b. bahwa dalam rangka percepatan realisasi kinerja 

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 
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Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 

Tahun 2019 sekaligus untuk menindaklanjuti hasil 

evaluasi Triwulan Dua terhadap pencapaian pelaksanaan 

RKPD Kota Blitar tahun 2019 dan hasil audit atas laporan 

keuangan tahun 2018 yang menyatakan terdapat Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus 

digunakan untuk tahun 2019, maka perlu membentuk 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2019 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
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Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2020; 

17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8); 

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam 
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Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); 

22. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 

Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 

14) 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA 

BLITAR TAHUN 2019 

 

 

Pasal  I 

Lampiran Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2019 diubah sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 18 Juli 2019 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 

 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 18 Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

 

ttd. 

 

RUDY WIJONARKO 

 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 45 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi  

 

 ttd. 

 

AHMAD TOBRONI, SH 
Pembina Tk I 

          NIP. 196709091998031008 

 


